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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45735],

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
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20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

21.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.O7 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

22 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

23.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2022

Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran
2023;

24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

25.Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor Tahun 2023
Tentang Pembagian dan Rincian serta penyaluran Dana
Desa Setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
Tahun Anggaran 2023;

26.Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor Tahun 2023
Tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari
yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2023,

27 .Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023,

28.Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan
Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

20, Peraturan Nagar Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan Peraturan Nagari Taratak Sungai
Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nagari Tahun
2018 - 2024;

30.Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tentang
Rencana Kerja Pemerintahan Nagan ( RKP-Nagari Tahun
2023 ) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan
nagari ( DU RKP Tahun 2024 );

31.Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : /
/Kpts/Cmt-Trs /2023 tentang Keputusan Evaluasi Anggatan
Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang
Tahun Anggaran 2023;
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Dan
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN
ANGGARAN 2023,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan Taratak sungai Lundang Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari Rp. 1.450.381.182,00
2. Belanja Nagari Rp. 1.450.688.327,77
Surplus/Defisit Rp. ( 307.145,77 )
3. Pembiayaan Nagari
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.307.145,77
b. Pengeluaraan pembiayaan Rp. ~26.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 307.145,77
Sisa Lebih Anggaran Rp. 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Rincian APB Nagar;
b. Rincian Pembiayaan Nagari;
c. Rincian Penyertaan Modal Nagari,

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Nagari.
Pasal 5
(1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
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(3] Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan
APB Nagari.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau

permasalahan sosisal; dan berskala lokal nagari.

ao o

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun
berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
dan

¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan
perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan
memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagar
ini dalam Lembaran Nagari Taratak Sungai Lundang

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 2% Maret 2023
WALI NAGARI

TARATAK SUNGAL

HADIS

Diundangkan di : Taratak
Pada tanggal . 1} Maret 2023

SEKRETARIS NAGARI

TAR&T&K% LUNDANG
RANI HUE’I&"I

LEMBARAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2023 NOMOR |
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LAMPIRAN

PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAILLINDANG
HNOMOR 1 TAHUN 2023

TENTAMNG

ANGGARAN PEMDAPATAN DAN BELANIA DES!

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGAR! TARATAK SUNGAILUNDANG

TAHUN ANGGARAN 2023
KODE REKX LIRLALAN AMNGLARAN KETERANGAN
(Rp)
1 2 3 4
4 PENDAFATAM
'R Perciapaten Asl Dosa 0.00
43 Pendapaian Transler 1.449.983.728,00
FE Pt ULk IGT 444 D0
JUMLAM PENDAPAT AR 1.450 381 182,00
5 BELANIA
5.1, flolanga Pogawa: 386.400.000,00
52 Baslanrga Barang dan Josie 72575023295
583 Plasbgarigan Whosiol 227 238 003 A2
54, Badangs Thak Tearduga 191 300 000, 0L
JUMLAM BELAMNJA 1.450 68832777
SURPLUS | (DEFISIT) [307.145,77)
& PEMBLAY AAN
81 Penerimann Pormblnysan 26307 145,77
611 SILPA Tahun Sabslumnyn 26.307.145,77
6.2 Prangebumran Pemitaysan 26,000,000,00
622 Perryertaan Madal Dess 26.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 30T 14577
GISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGAFRANM 0,00
Taratak , 04 April 2023
Wall Nagari
HADIS HE
TR o7 0 4 Halaman |
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